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BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

bahwa dalam rangka pembinaan lembaga Badan Usaha
Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama sebagai
upaya dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat di
bidang perekonomian masyarakat perdesaan, perlu
dilakukan pembinaan melalui Badan Usaha Milik Desa di
Kabupaten Hulu Sungai Selatan oleh Tim Pembina Badan
Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama;
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (3) Peraturan
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran,
Pendataan, dan Pemeringkatan, Pembinaan dan
Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa
Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa
Bersama, pembinaan dan pengembangan Badan Usaha
Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama dapat
dilaksanakan oleh Bupati;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Pembentukan Tim Pembina Badan Usaha
Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama Kabupaten
Hulu Sungai Selatan;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat 1II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah
Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959
tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun
1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat
II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2756);
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Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6409);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah
bebarapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6736);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang
Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6914);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026
Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 7153);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6841);
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang
Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang
Penunjuk Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 7169);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang
Pendaftaran, Pendataan, dan Pemeringkatan, Pembinaan
dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau
Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa
Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 252);

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor
6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu
Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor
3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2025
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun
2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai
Selatan Tahun 2025 Nomor S5, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);
Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor
11 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 11);
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16. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 84 Tahun

2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 84)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 15 Tahun
2026 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati
Nomor 84 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026
(Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun
2026 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Membentuk Tim Pembina Badan Usaha Milik Desa/Badan
Usaha Milik Desa Bersama Kabupaten Hulu Sungai Selatan
dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU
mempunyai tugas:

a.

f.

melakukan sosialisasi, bimbingan teknis tentang
standar prosedur dan kriteria pengelolaan BUM
Desa/BUM Desa bersama;

memfasilitasi akselerasi pengembangan modal dan
pembinaan manajemen BUM Desa/BUM Desa bersama,;
memberikan arahan strategi pemberdayaan BUM Desa
/BUM Desa bersama di Kabupaten Hulu Sungai Selatan,;
mendorong percepatan pembenahan pengelolaan BUM
Desa/BUM Desa bersama di Kabupaten Hulu Sungai
Selatan;

memfasilitasi akses peningkatan kualitas dan kuantitas
unit usaha BUM Desa/BUM Desa bersama di Kabupaten
Hulu Sungai Selatan; dan

melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 5 Oktober 2026

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,
ttd.

SYAFRUDIN NOOR



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/371/KUM /2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA BADAN USAHA
MILIK DESA/BADAN USAHA MILIK DESA
BERSAMA KABUPATEN HULU SUNGAI
SELATAN

SUSUNAN KEANGGOTAN TIM PEMBINA
BADAN USAHA MILIK DESA/BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

JABATAN
NO. JABATAN DALAM TIM

1 | Bupati Hulu Sungai Selatan Pengarah

2 | Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Pengarah

3 | Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Ketua
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,

4 | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sekretaris
Kabupaten Hulu Sungai Selatan

5 Tim Pakar Pendampingan dan Evaluasi Anggota
Pembangunan Daerah

6 Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Anggota
Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

7 Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

3 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Aneeota
dan Inovasi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan &8

9 Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Anesota
Kabupaten Hulu Sungai Selatan &8
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan

10 Kalliupaten Hulu Sungai Selatan e Anggota

11 Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil Aneeota
dan Menengah Kabupaten Hulu Sungai Selatan &8
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

12 | Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan Anggota
Kabupaten Hulu Sungai Selatan

13 Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Anggota
Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan

14 Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Anggota
Persandian Kabupaten Hulu Sungai Selatan

15 Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Aneeota
Kabupaten Hulu Sungai Selatan &8

16 Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan Anggota
Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

17 | Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anggota
Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan

18 | Camat se Kabupaten Hulu Sungai Selatan Anggota
Kepala Bidang Kelembagaan dan Kerja Sama Desa
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,

19 Anggota

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Hulu Sungai Selatan
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NO.

JABATAN

JABATAN
DALAM TIM

20

Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Anggota

21

Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Anggota

22

Kepala Bidang Pemeberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai
Selatan

Anggota

23

Tenaga  Ahli Program  Pembangunan  dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Hulu
Sungai Selatan

Anggota

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR




